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ABSTRAK

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk
melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan
kesewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan
apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Akan tetapi,
negara bisa lalai untuk melindungi hak asasi manusia dengan suatu kebijakan atas
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dapat merugikan warga negara
secara umum, berdasarkan kelalaian tersebut diperlukan jenis gugatan yang dapat
menghukum atas kelalaian negara tersebut, hal ini ada pada jenis gugatan Citizen
Lawsuit. Di Indonesia sudah ada beberapa kasus atau perkara, akan tetapi melalui
gugatan di peradilan umum, yakni di bawah kendali pemegang kekuasaan
kehakiman yang lain Mahkamah Agung. Salah satu kelemahan citizen lawsuit di
Indonesia yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu, jika
berbicara tentang citizen lawsuit maka sudah tentu hal tersebut berbicara tentang
tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak
warga negara. Diberlakukannya citizen lawsuit di Indonesia saat ini, tentu masih
harus dibenahi serta diperjelas dan diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun dari
sisi kewenangan pengadilan mana saja yang memiliki kompetensi untuk
menerima gugatan warga negara (citizen lawsuit). maka dari itu rumusan masalah
dalam tesis ini mempertanyakan: Bagaimana urgensi pengaturan Citizen Lawsuit
pada sistem hukum Indonesia dalam kaitan penyelesaian sengketa tata usaha
negara?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Objek penelitian
ini adalah pengupayaan pengaturan Citizen Lawsuit di dalam hukum Indonesia.
Hasil penelitian adalah, ditafsirkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan
Tata Usaha Negara dianggap kompeten dan sangat berpeluang untuk menerima
gugatan citizen lawsuit.

Kata Kunci: Urgensi, Citizen Lawsuit, Peradilan Tatat Usaha Negara.



ABSTRACK

In principle, law is an instrument created to protect every citizen and civil legal
entity from arbitrary actions by a power. However, the law cannot be
implemented if it is not supported by a well-formed system. However, the state
can be negligent in protecting human rights with a policy on State Administrative
Decisions issued which can be detrimental to citizens in general, based on this
negligence a type of lawsuit is needed that can punish the state's negligence, this
is in the Citizen Lawsuit type of lawsuit. In Indonesia, there have been a number
of cases or cases, but these have been filed in general courts, namely under the
control of other judicial authorities, the Supreme Court. One of the weaknesses of
citizen lawsuits in Indonesia is the absence of regulations. Therefore, when
talking about citizen lawsuits, of course it talks about the responsibility of state
administrators for their negligence in fulfilling citizens' rights. The current
implementation of citizen lawsuits in Indonesia, of course, still needs to be
addressed and clarified and strengthened, both from a regulatory perspective and
from the authority side of which courts have the competence to accept citizen
lawsuits. Therefore the formulation of the problem in this thesis asks: What is the
urgency of regulating Citizen Lawsuit in the Indonesian legal system in terms of
resolving state administrative disputes? The research conducted is a type of
normative legal research with statutory and comparative approaches. The object
of this research is the effort to regulate Citizen Lawsuit in Indonesian law. The
results of the study are interpreted that Article 53 Paragraph (1) of the Law of the
Republic of Indonesia Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law
Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, the State
Administrative Courts are considered competent and very likely to accept citizen
lawsuits lawsuit.

Keywords: Urgency, Citizen Lawsuit, State Administrative Court.
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